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ABSTRAK

Penelitian ini tentang Pelaksanaan Disiplin Aparatur Sipil Negara di Disdukcapil
Kota Banda Aceh. Latar belakang pembahasan karena Disdukcapil Kota Banda
Aceh merupakan salah satu instansi dengan indeks pelayanan terbaik. Penelitian
ini bertujuan untuk melihat bagaimana disiplin pegawai dan bagaimana sanksi
terhadap pelanggaran disiplin PNS di Kota Banda Aceh. Metode yang digunakan
dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Disiplin Pegawai Negeri Sipil di
Disdukcapil Kota Banda Aceh berdasarkan PP Nomor 94 Tahun 2021 secara
umum dapat dilihat dari 2 aspek, yaitu: aspek kewajiban dan aspek menaati
peraturan perundangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di Disdukcapil Kota
Banda Aceh Sebagian besar pegawainya sudah menaati disiplin pegawai
berdasarkan PP No 94 Tahun 2021. Hanya ada beberapa pelanggaran kecil (sanksi
ringan), seperti terlambat masuk kantor. Adapun sanksi bagi pelanggar disiplin
PNS berdasarkan PP No 94 Tahun 2021 terbagi ke dalam 3 yaitu: Hukuman
Disiplin ringan; Hukuman Disiplin Sedang; dan Hukuman Disiplin Berat.
Berdasarkan hasil penelitian, ketiga hukuman tersebut memang ada sebagai sanksi
apabila pegawai melakukan pelanggaran disiplin. Adapun sanksi yang diberikan
sesuai dengan jenis pelanggaran yang dilakukan. PNS di Disdukcapil Kota Banda
Aceh hingga saat peraturan terbaru ini ditetapkan dan dilaksanakan, belum ada
yang memperoleh hukuman sedang maupun berat, hanya ada teguran ringan yang
berupa teguran secara lisan dan teguran tertulis. Kesimpulan penelitian
menunjukkan bahwa penerapan sanksi membawa dampak positif terhadap
kedisiplinan pegawai.

Kata Kunci: Disiplin Pegawai, PNS, Disdukcapil
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BABI
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Salah satu hal yang diperlukan dalam mewujudkan pembangunan nasional
demi tercapainya cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia adalah ketersediaan
sumber daya manusia (aparatur negara) yang berkualitas dengan sikap disiplin
kerja yang tinggi. Hal ini didasarkan pada alasan bahwa Aparatur Sipil Negara
berperan sebagai stakeholder yang berfungsi sebagai unsur perumus dan
pelaksana kebijakan negara. Dalam Pasal 1 UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara dijelaskan bahwa Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya
disingkat dengan ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan pegawai
pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.'
Aparatur Sipil Negara mempunyai peranan penting dalam pembangunan dan
pemerintahan untuk mewujudkan masyarakat madani yang taat hukum,
demokratis, makmur, adil, dan bermoral tinggi dalam menyelenggarakkan
pelayanan, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dengan penuh kesetiaan
kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk itu, Aparatur Sipil
Negara sebagai pelaksana perundang-undangan wajib berusaha untuk taat pada
setiap peraturan perundang-undangan di dalam melaksanakan tugas dan

ungsinya.” Untuk mendapatkan Aparatur Sipil Negara yang mampu melaksanakan

1 Pasal 1 UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
2 Oktafiani Radja, Greace dkk. (2020) Penerapan Disiplin Aparatur Sipil Negara Di Badan
Kepegawaian Diklat Daerah Kabupaten Siau Tagulandang Biaro



tugas-tugas untuk pemerintahan dan tujuan pembangunan yang baik maka
diperlukan adanya Aparatur Sipil Negara yang mempunyai rasa tanggung jawab,
memiliki keterampilan, keahlian dan kemampuan melaksanakan kewajiban dan
pekerjaannya yang baik dan benar, untuk itu maka diperlukan lah pedoman dalam
mengaturnya yang selanjutnya disebut dengan disiplin pegawai. Disiplin
merupakan suatu kepatuhan dari orang-orang dalam suatu organisasi terhadap
peraturan-peraturan yang telah ditetapkan sehingga menimbulkan keadaan tertib.
Kedisiplinan Pegawai perlu dilakukan penanganan secara jelas karena pada
dasarnya mencerminkan prestasi kerja seorang pegawai itu sendiri. Begitu penting
kedisiplinan Pegawai Negeri Sipil sehingga pemerintah mengupayakan berbagai
cara terlihat dari aturan-aturan dan kebijakan yang mengatur mengenai hal
tersebut. Salah satunya yaitu Peraturan Pemerintah terbaru yang mengatur
mengenai disiplin Aparatur Negara yaitu PP Nomor 94 Tahun 2021 tentang
Disiplin PNS. Peraturan Pemerintah tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil ini
antara lain memuat tentang kewajiban, larangan, dan hukuman disiplin yang dapat
dijatuhkan kepada Pegawai Negeri Sipil yang terbukti melakukan pelanggaran.
Hal ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi pejabat yang berwenang menghukum
serta memberikan kepastian dalam menjatuhkan hukuman disiplin. Demikian juga
dengan batasan kewenangan bagi pejabat yang berwenang menghukum.

Meskipun telah ditetapkan peraturan-peraturan mengenai disiplin ASN
terutama PNS di instansi pemerintahan, kasus pelanggaran kedisiplinan PNS
masih sering terdengar di telinga kita. Baru-baru ini puluhan ASN di lingkungan

Pemerintah Aceh telah dijatuhi hukuman kedisiplinan pegawai sejak 2020 hingga



2021, bahkan ada yang dikenakan sanksi pemberhentian dengan tidak hormat.
Dalam dua tahun terakhir kurang lebih terdapat sebanyak 26 PNS di lingkungan
Pemerintah Aceh yang mendapatkan sanksi disiplin, yakni pada 2020 sebanyak 21
orang dan hingga Mei 2021 sebanyak 5 (lima) pegawai. Beberapa pelanggaran
disiplin tersebut diantaranya kasus tindak pidana korupsi, tindak pidana umum,
kasus indisipliner dan kasus perkawinan tanpa izin atasan.> Sementara itu, di Kota
Banda Aceh sendiri, terdapat pula beberapa pelanggaran yang dilakukan oleh
PNS, seperti pelanggaran disiplin PNS yang dilakukan oleh Elfina SE, mantan
Bendahara Wali Kota Banda Aceh yang sejak 2014 telah diberhentikan dengan
tidak hormat atau dipecat dari PNS Pemerintah Kota (Pemko) Banda Aceh karena
termasuk satu dari empat tersangka yang terlibat korupsi di Politeknik Aceh,
sehingga merugikan negara sekitar Rp 2,3 miliar. Selain itu, ia dipecat berkaitan
dengan pelanggaran disiplin PNS yang dilakukannya sejak 2013 sudah tidak
masuk kantor sehingga hal ini melanggar PP Nomor 53 tahun 2010 tentang
Disiplin PNS.* Hal ini harusnya bisa menjadi pembelajaran dalam meningkatkan
pengawasan terhadap disiplin PNS secara lebih efektif, karena peraturan
mengenai disiplin pegawai di Kota Banda Aceh pada dasarnya sudah
dilaksanakan sejak tahun 2014 dengan adanya aplikasi E-Disiplin. Pegawai
Negeri Sipil (PNS) dilingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh tidak bisa
sembarangan bolos kerja karena ketidakhadiran PNS setiap harinya dengan

mudah dapat di pantau oleh Wali Kota, Sekda dan atasan langsung PNS. Aplikasi

3 Puluhan ASN Pemprov Aceh Dijatuhi Hukuman Kedisiplinan diakses di republika.co.id
pada 15 Oktober 2021

4 Elfina Dipecat Dari PNS Pemko Banda Aceh diakses di aceh.tribunnews.com pada 03
Desember 2021


https://aceh.tribunnews.com/tag/korupsi
https://aceh.tribunnews.com/tag/politeknik-aceh
https://aceh.tribunnews.com/2015/11/15/elfina-dipecat-dari-pns-pemko-banda-aceh

Absensi Online dan Monitoring Disiplin PNS atau lebih dikenal E-Disiplin PNS
ini merupakan sebuah instrumen bagi pemerintah Kota Banda Aceh dalam rangka
melakukan pembinaan dan pemberian penghargaan dan sanksi bagi PNS yang
melanggar Peraturan Pemerintah No.53 Tahun 2010. Pada tahap awal penerapan
E-Disiplin PNS (Tahun 2014 yang dilaksanakan oleh walikota Banda Aceh yang
pada saat itu menjabat) hanya berlaku pada 5 SKPD salah satunya yaitu Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Selain itu peraturan terbaru juga telah
dikeluarkan oleh Walikota Banda Aceh melalui Surat Edaran Nomor 800/367
tentang penegakan Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota
Banda Aceh yang diterbitkan pada 26 Januari 2021 dalam rangka pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri
Sipil. Sehingga sudah seharusnya disiplin pegawai terimplementasi dengan baik
melihat berbagai upaya dan aturan-aturan yang telah diberlakukan, terutama
disiplin pegawai pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda
Aceh.

Tujuan pemerintah mengeluarkan peraturan mengenai Disiplin ASN
adalah untuk menjamin tata tertib dan kelancaran tugas ASN itu sendiri, sehingga
dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sebagai Aparatur Pemerintahan
dapat berjalan dengan efektif sehingga tujuan-tujuan yg akan dilaksanakan akan
tercapai. Terutama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam
bidang-bidang dasar, seperti pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
(Disdukcapil), karena Disdukcapil dalam pelaksanaan tugasnya langsung

berhubungan dengan masyarakat. Oleh karenanya, sangat penting untuk melihat



bagaimana pelaksanaan disiplin kerja dan bagaimana Sanksi Terhadap
Pelanggaran Disiplin PNS Pada Disdukcapil Kota Banda Aceh. Berdasarkan
uraian permasalahan di atas, peneliti tertarik untuk meneliti mengenai
“Pelaksanaan Disiplin Aparatur Sipil Negara Pada Disdukcapil Kota Banda Aceh”

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis mengidentifikasikan
beberapa masalah yang akan dijadikan bahan penelitian selanjutnya, yaitu:
1. Belum sepenuhnya Disiplin PNS terlaksana dengan baik di Disdukcapil
Kota Banda Aceh.
2. Sanksi yang diberlakukan masih belum sepenuhnya efektif terkait

pelanggaran disiplin PNS

1.3 Rumusan Masalah
1. Bagaimana Pelaksanaan Disiplin PNS pada Disdukcapil Kota Banda
Aceh?
2. Bagaimana Sanksi Terhadap Pelanggaran Disiplin PNS Pada Disdukcapil

Kota Banda Aceh?

1.4 Tujuan Penelitian
l. Untuk Mengetahui Bagaimana Pelaksanaan Disiplin PNS pada
Disdukcapil Kota Banda Aceh?
2. Untuk Mengetahui Bagaimana Sanksi Terhadap Pelanggaran Disiplin PNS

Pada Disdukcapil Kota Banda Aceh?



1.5 Manfaat Penelitian
Adapun manfaat akhir dari penelitian ini adalah diantaranya meliputi.
1. Manfaat Teoritis
Penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan kajian studi Ilmu
Administrasi Negara terkait dengan Pelaksanaan Disiplin Aparatur Sipil

Negara Pada Disdukcapil Kota Banda Aceh.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis kegunaan penelitian ini yaitu memberikan masukan
kepada pemerintah, khususnya pemerintah Kota Banda Aceh mengenai
Pelaksanaan Disiplin Aparatur Sipil Negara Pada Disdukcapil Kota Banda
Aceh, sehingga kedepannya pemerintah dapat lebih bijak dalam menentukan
keputusan dan dapat melihat hal-hal yang perlu diperbaiki, serta sebagai salah
satu referensi atau sumber pustaka bagi semua pihak yang akan melakukan

penelitian selanjutnya.

1.6 Penjelasan Istilah

1. Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah istilah untuk kelompok profesi
bagi pegawai-pegawai yang bekerja pada instansi pemerintah yakni
Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian
Kerja.

2. Disiplin ASN adalah kesanggupan Aparatur Sipil Negara untuk menaati
kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan
perundang-undangan dan/atau peraturan kedinasan yang apabila tidak

ditaati atau dilanggar akan dijatuhi hukuman disiplin.



3. Pelanggaran disiplin merupakan setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan
PNS yang tidak menaati kewajiban dan/atau melanggar larangan
ketentuan disiplin PNS, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar
jam kerja.

4. Implementasi kebijakan adalah keseluruhan tindakan yang dilakukan
oleh individu-individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok
pemerintah atau swasta yang diarahkan kepada pencapaian tujuan
kebijakan yang telah ditentukan terlebih dahulu yakni tindakan-
tindakan yang merupakan usaha sesaat untuk mentransformasikan
keputusan ke dalam istilah operasional, maupun usaha berkelanjutan
untuk mencapai perubahan-perubahan besar dan kecil yang
diamanatkan oleh keputusan-keputusan kebijakan.

5. Kebijakan Pemerintah adalah cara bertindak yang disengaja untuk
menyelesaikan beberapa permasalahan. Kebijakan pemerintah secara
umum berarti segala sesuatu yang dipilih pemerintah untuk dikerjakan
maupun tidak.

6. Disdukcapil merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah di bidang
Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang dipimpin oleh Kepala Dinas
dan berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota

melalui Sekretaris Daerah



1.7 Metodologi Penelitian
1.7.1 Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Menurut Moleong
penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang
secara fundamental bergantung dari pengamatan pada manusia baik dalam
kawasannya maupun dalam peristilahannya.” Penelitian ini menggunakan
pendekatan kualitatif karena hasil yang diharapkan menuntut proses yang
menjelaskan secara umum objek penelitian. Penjelasan tersebut di dapat dari
data-data autentik yang kemudian di analisis dan di tinjau kesesuaiannya
dengan kerangka teori.

Jenis penelitian ini ialah penelitian deskriptif analitis. Metode
deskriptif adalah prosedur pemecahan masalah yang diteliti baik oleh
seseorang, lembaga, masyarakat dan lainnya pada saat sekarang bedasarkan
fakta-fakta yang tampak (sebagaimana adanya).® Metode deskriptif analitis
adalah metode yang fungsinya untuk memberikan deskripsi terhadap objek
yang akan diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana
adanya.’

1.7.2 Fokus Penelitian
Fokus penelitian merupakan suatu penentuan konsentrasi sebagai
pedoman arah suatu penelitian, dalam upaya mengumpulkan dan mencari

informasi serta sebagai pedoman dalam mengadakan pembahasan atau

(9]

Moleong, Metedologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2006), h. 4.

6  Narwawi, Hadari, Metode Penelitian Bidang Sosial, (Yokyakarta: Gajah Mada University
Press, 2007), h. 67.

7 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D,

(Bandung: Alfabeta, 2012), h. 29.



penganalisaan sehingga penelitian tersebut benar-benar mendapatkan hasil

yang diinginkan. Dalam penelitian ini fokus penelitian adalah mengenai

bagaimana Pelaksanaan Disiplin PNS pada Disdukcapil Kota Banda Aceh

yang dapat diukur dengan beberapa indikator dibawah ini:

Tabel 1.1
Dimensi dan Indikator Pelaksanaan Disiplin ASN pada Disdukcapil
Kota Banda Aceh

No Dimensi Indikator

1. Kewajiban a. Setia dan taat

b. Melaksanakan Kebijakan
P Menaati Peraturan a. Pengabdian
Perundangan b. Tanggung jawab

Sumber: Pasal 3 PP No. 94 Tahun 2021

Tabel 1.2

Dimensi dan Indikator Sanksi terhadap Pelanggaran

No Dimensi

Indikator

1 | Hukuman Disiplin
Ringan

Teguran lisan
Teguran tertulis
Pernyataan tidak puas

2 | Hukuman Disiplin a. pemotongan tunjangan kinerja sebesar
Sedang 25 persen selama 6 bulan;
b. pemotongan tunjangan kinerja sebesar
25 persen selama 9 bulan; dan
c. pemotongan tunjangan kinerja sebesar
25 persen selama 12 bulan.
3 | Hukuman Disiplin a. penurunan jabatan setingkat lebih
Berat rendah selama 12 bulan
b. pembebasan dari jabatannya menjadi

jabatan pelaksana selama 12 bulan, dan
pemberhentian dengan hormat tidak atas
permintaan sendiri sebagai PNS.

Sumber: Pasal 8 PP No. 94 Tahun 2021
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1.7.3 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Disdukcapil Kota Banda Aceh.
Pertimbangan dipilihnya Kota Banda Aceh sebagai lokasi penelitian adalah
karena peraturan mengenai disiplin pegawai di Kota Banda Aceh pada
dasarnya sudah dilaksanakan sejak tahun 2014 dengan adanya aplikasi E-
Disiplin. Pegawai Negeri Sipil (PNS) dilingkungan Pemerintah Kota Banda
Aceh tidak bisa sembarangan bolos kerja karena ketidakhadiran PNS setiap
harinya dengan mudah dapat di pantau oleh Wali Kota, Sekda dan atasan
langsung PNS. Pada tahap awal penerapan E-Disiplin PNS (Tahun 2014 yang
dilaksanakan oleh walikota Banda Aceh yang pada saat itu menjabat) hanya
berlaku pada 5 SKPD salah satunya yaitu Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil. Selain itu peraturan terbaru juga telah dikeluarkan oleh
Walikota Banda Aceh melalui Surat Edaran Nomor 800/367 tentang
penegakan Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota
Banda Aceh yang diterbitkan pada 26 Januari 2021 dalam rangka pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri
Sipil. Sehingga sangat penting untuk melihat bagaimana pelaksanaan disiplin

PNS pada Disdukcapil Kota Banda Aceh.
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1.7.4 Jenis dan Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang langsung diperoleh dari sumber data
pertama dilokasi penelitian atau objek penelitian.® Adapun data primer yang
yang digunakan dalam penelitian ini berupa hasil dari wawancara dengan
informan kunci yakni, Sekretaris Disdukcapil Banda Aceh, Kasubbag Umum
dan Kepegawaian, Kabid Pencatatan Sipil, Kabid Pelayanan Pendaftaran
Penduduk, Operator STIAK, dan salah satu PNS di Disdukcapil.

Data primer juga berupa dokumentasi dan hasil observasi lapangan.
Data primer ini bertujuan untuk menjawab objek penelitian. Objek penelitian
1alah sasaran dari penelitian, sasaran penelitian tersebut tidak tergantung pada
judul dan topik penelitian tetapi secara konkret tergambarkan dalam rumusan
masalah penelitian.’

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau
sumber sekunder dari sumber kedua atau sumber sekunder dari data yang kita
butuhkan.'® Adapun sumber sekunder terdiri dari berbagai literatur. Adapun
sumber sekunder terdiri dari berbagai literatur bacaan yang memiliki relevansi
dengan kajian ini seperti skripsi, jurnal ilmiah, majalah, artikel dan situs

internet.

8  Burhan, Bungin, Metodologi Penelitian Kuantitatif (Komuningkasi, Ekonomi, dan
Kebijakan Publik Serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya (Jakarta: Kencana Prenada Media,
2011),..., h. 132.

9 Ibid, h. 78.

10 Ibid, h. 132.
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1.7.5 Informan Penelitian

Informan penelitian adalah pihak yang menjadi subjek yang dituju oleh
peneliti untuk diteliti. Informan penelitian dipilih secara sengaja dan menjadi
pihak yang akan memberi informasi yang diperlukan selama penelitian.''
Dalam penelitian kualitatif, subjek penelitian dikenal dengan informan.
Informan adalah tempat memperolehnya informasi yang dikumpulkan sebagai
upaya untuk menjawab pertanyaan penelitian yang diajukan.'’ Informan
dalam penelitan ini ditentukan dengan menggunakan teknik purposive
sampling yaitu sampel yang ditetapkan secara sengaja oleh peneliti."> Adapun
yang menjadi subjek dalam penelitian ini sebanyak 6 (lima) orang

sebagaimana terdapat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1.3
Informan Penelitian
No Informan Jumlah
1 | Sekretaris Disdukcapil Banda Aceh 1 orang
2 | Kabid Pencatatan Sipil 1 orang
3 | Kasubbag Umum dan Kepegawaian 1 orang
4 | Kabid Pelayanan Pendaftaran 1 orang
Penduduk
5 | Operator SIAK 1 orang
6 | Salah satu PNS Disdukcapil Banda 1 orang
Aceh
| TOTAL | 6 orang |

Sumber: Data diolah tahun 2021

11 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D,...
h. 171.

12 Idrus, Muhammad. Metode Penelitian Ilmu Sosial. (Yogyakarta: Erlangngga, 2009), h.
92.

13  Faisal, Sanafiah. Format-Format Penelitian Sosial, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007)
h. 67.
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1.7.6 Teknik Pengumpulan Data
Data yang bersifat primer dan sekunder di atas, diperoleh dengan
menggunakan beberapa teknik, yaitu:
1. Wawancara mendalam
Wawancara adalah kegiatan tanya jawab yang dilakukan oleh seorang
pewawancara sebagai penanya dan narasumber sebagai orang yang ditanya.'*
Menurut Lexy J. Moleong bahwa, wawancara merupakan suatu percakapan
dengan tujuan-tujuan tertentu dan wawancara adalah teknik pengumpulan data
dengan cara berdialog, baik secara langsung maupun tidak langsung yang
melibatkan antara pewawancara dengan narasumber.” Wawancara yang
dilakukan merupakan wawancara instruktur. Kegiatan wawancara instruktur ini
biasanya dilakukan oleh peneliti dengan cara terlebih dahulu mempersiapkan
pertanyaan yang akan diajukan dalam wawancaranya nanti.'® Pada metode ini
peneliti dan responden berhadapan langsung (face to face) untuk memperoleh
informasi secara lisan dengan tujuan mendapatkan data yang dapat menjelaskan
permasalahan penelitian.
2. Dokumentasi
Metode dokumentasi ialah suatu cara pengumpulan data yang
menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang

teliti sehingga akan diproleh data yang lengkap, sah dan bukan berdasarkan

14 Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

15 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosdakarya,
2006), hlm. 4.

16 Muhammad Idrus, Metode Penelitian IImu Sosial, him. 107.
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7 Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu

perkiraan.'
berbentuk catatan, buku atau karya-karya monumental seseorang.'® Dokumentasi
dalam penelitian ini digunakan untuk memperkuat laporan dalam penelitian.
Dokumen yang peneliti gunakan adalah dokumen resmi dari sumber yang akurat
yang bertanggung jawab dalam persoalan ini. Dokumentasi dalam penelitian ini
terdiri atas dokumen internal dan dokumen eksternal, Dokumentasi dalam
penelitian ini tentunya terlebih dahulu meminta izin kepada pihak yang

bertanggung jawab dalam persoalan ini kemudian barulah dari peneliti

mengabadikannya.

1.7.7 Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses mencari dan mengatur secara sistematis
transkrip wawancara, atau bahan-bahan yang ditemukan di lapangan. Adapun
Langkah-langkah dalam mengelola data yang telah dikumpulkan adalah sebagai
berikut:

1. Reduksi data
Reduksi data adalah pemilihan, pemusatan untuk penyederhanaan, dan
transformasi data kasar yang dikumpul dari lapangan yang difokuskan pada
bagian-bagian data yang penting agar lebih bermakna dan disajikan dalam

bentuk teks agar mudah dalam mengambi kesimpulan.

2. Penyajian data
Dalam penelitian kualitatif ini penyajian data bisa dilakukan dengan bentuk

naratif dengan penyajian data secara sistematis agar lebih mudah

17 Basrowi & Suwandi. Memahami Penelitian Kualitatif. (Jakarta: Rineka Cipta, 2008) him.
158.

18 Siyono, Sandu. Dasar Metodelogi Penelitian, (Yogyakarta,: Literasi, Media Publishing,
2015).Hlm. 83.
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dimengerti tentang yang diteliti dan memungkinkan peneliti untuk
mengambil tindakan yang mengenai analisisnya

3. Penarikan kesimpulan
Penarikan kesimpulan merupakan penarikan makna data yang telah
dikumpulkan, dilakukan dengan cara membandingkan kesesuaian
pelayanan dari responden dengan makna yang terkandung dalam

permasalahan penelitian secara lengkap.™

19  Morissan (2019). Riset Kualitatif. Jakarta: Kencana Hlm 19



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Teori Implementasi Kebijakan
Secara sederhana implementasi bisa diartikan pelaksanaan atau
penerapan. Browne dan Wildavsky mengemukakan bahwa “implementasi adalah

.. . : 20
perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan.”

Menurut Syaukani dkk,
implementasi merupakan suatu rangkaian aktivitas dalam rangka menghantarkan
kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil
sebagaimana diharapkan.”'

Rangkaian kegiatan tersebut mencakup, Pertama persiapan seperangkat
peraturan lanjutan yang merupakan interpretasi dari kebijakan tersebut. Kedua,
menyiapkan sumber daya guna menggerakkan kegiatan implementasi termasuk
didalamnya sarana dan prasarana, sumber daya keuangan dan tentu saja penetapan
siapa yang bertanggung jawab melaksanakan kebijaksanaan tersebut. Ketiga,
bagaimana mengahantarkan kebijaksanaan secara konkrit ke masyarakat.

Berdasarkan pandangan tersebut diketahui bahwa proses implementasi
kebijakan sesungguhnya tidak hanya menyangkut perilaku badan administratif
yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program dan menimbulkan ketaatan
pada diri kelompok sasaran, melainkan menyangkut jaringan kekuatan politik,

ekonomi, dan sosial yang langsung atau tidak langsung dapat mempengaruhi

perilaku dari semua pihak

20 Usman, Nurdin (2004). Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum. Jakarta: PT. Raja
Grafindo Persada hlm.7
21  Syaukani dkk (2004). Otonomi Dalam Kesatuan. Jakarta: Yogya Pustaka hlm. 295

16
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yang terlibat untuk menetapkan arah agar tujuan kebijakan publik dapat
direalisasikan sebagai hasil kegiatan pemerintah. Makna implementasi adalah
memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan
berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijaksanaan,
yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya
pedoman-pedoman kebijaksanaan negara, yang mencakup baik usaha-usaha untuk
mengadministrasikan maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada
masyarakat atau kejadian-kejadian.”

Sedangkan kebijakan adalah cara bertindak yang disengaja untuk
menyelesaikan beberapa permasalahan. Menurut James E. Anderson memberikan
rumusan kebijakan sebagai perilaku dari sejumlah aktor (pejabat, kelompok, dan
instansi pemerintah) atau serangkaian aktor dalam suatu bidang kegiatan.23
Berdasarkan rumusan mengenai kebijakan pemerintah yang lebih lengkap yang
ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB), bahwa kebijakan adalah
sebagai pedoman untuk bertindak.

Pedoman tersebut bisa yang berwujud amat sederhana atau kompleks,
bersifat umum ataupun khusus, luas ataupun sempit, kabur atau jelas, longgar atau
terperinci, kualitatif atau kuantitatif, publik atau privat. Kebijakan dalam
maknanya seperti mungkin berupa suatu deklarasi mengenai suatu dasar pedoman

bertindak, suatu arah tindakan tertentu, suatu program mengenai aktivitas-

22 Ibid,
23 Abdul Wahab, Solichin (2008). Analisis Kebijakan Dari Formula ke Implementasi.
Kebijaksanaan Negara, Jakarta: PT. Bumi Aksara hlm. 2
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aktivitas tertentu atau suatu rencana.’* Kebijakan merupakan segala perbuatan
yang dikehendaki pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan yang
dirumuskan dalam suatu kebijakan, untuk mencapai tujuan yang hendak dicapai
melalui program-program pemerintah. Setiap kebijakan negara tidak dapat
dilepaskan dari tujuan keberadaan negara tersebut. Negara dengan segala

fungsinya berrhak untuk membuat atau tidak membuat kebij akan.”

Implementasi kebijakan menurut Van Meter dan Van Horn dimaksudkan
sebagai keseluruhan tindakan yang dilakukan oleh individu-individu/pejabat-
pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan kepada
pencapaian tujuan kebijakan yang telah ditentukan terlebih dahulu yakni tindakan-
tindakan yang merupakan usaha sesaat untuk mentransformasikan keputusan
kedalam istilah operasional, maupun usaha berkelanjutan untuk mencapai
perubahan-perubahan besar dan kecil yang diamanatkan oleh keputusan-
keputusan kebijakan. Implementasi kebijakan itu sesungguhnya tidak hanya
menyangkut perilaku badan-badan administratif yang bertanggung jawab untuk
melaksanakan program dan menimbulkan ketaatan pada diri kelompok sasaran,
melainkan pula menyangkut jaringan-jaringan politik, ekonomi, dan sosial yang
langsung atau tidak langsung dapat memengaruhi perilaku dari semua pihak yang

terlibat.”®

24 Arif Rohman (2012). Kebijakan Pendidikan: Analisis Dinamika Formulasi dan
Implementasi. Yogyakarta: Aswaja Pressindo hlm. 86

25 Irianto, Yoyon Bahtiar (2011). Kebijakan Pembaruan Pendidikan. Jakarta: PT. Raja
Grafindo Persada hlm. 34

26  Ibid, (Solichin, 2012: 136)
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Meskipun antara perumusan dan implementasi kebijakan, merupakan dua
rangkaian proses yang saling berkesinambungan. Implementasi kebijakan dapat
dilihat sebagai proses menjalankan keputusan kebijakan. Wujud dari keputusan
kebijakan ini biasanya berupa undang-undang, instruksi presiden, peraturan
pemerintah, keputusan pengadilan, peraturan menteri atau bahkan peraturan
Gubernur/Walikota/Bupati dan sebagainya. I Implementasi adalah suatu proses
yang melibatkan sejumlah sumber yang termasuk manusia, dana, dan kemampuan
organisasional yang dilakukan oleh pemerintah maupun swasta (individu atau

kelompok).”’

Syukur dalam Surmayadi mengemukakan ada tiga unsur penting dalam
proses implementasi yaitu: (1) adanya program atau kebijakan yang dilaksanakan
(2) target group yaitu kelompok masyarakat yang menjadi sasaran dan ditetapkan
akan menerima manfaat dari program, perubahan atau peningkatan (3) unsur
pelaksana (Implementor) baik organisasi atau perorangan untuk bertanggung
jawab dalam memperoleh pelaksanaan dan pengawasan dari proses implementasi
tersebut.”® Implementasi melibatkan usaha dari pembuat kebijakan untuk
memengaruhi apa yang oleh Lipsky disebut “street level bureaucrats” untuk

memberikan pelayanan atau mengatur prilaku kelompok sasaran (target group).

27 1Ibid, (Arif Rohman, 2012: 105-107)
28 Surmayadi, Nyoman.I (2005). Efektifitas Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah.
jakarta: Citra Utama hlm. 79
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2.2 Konsep Disiplin PNS

Disiplin adalah setiap perorangan atau kelompok yang menjamin adanya
kepatuhan terhadap perintah dan berinisiatif untuk melakukan suatu tindakan yang
diperlukan, seandainya tidak ada perintah.”’ Dalam hal ini, sikap dan perilaku
yang demikian tercipta melalui proses binaan keluarga, pendidikan dan
pengalaman atau pengenalan keteladanan dari lingkungannya. Disiplin membuat
seseorang dapat membedakan hal-hal apa saja yang seharusnya dilakukan yang
wajib dilakukan, yang boleh dilakukan dan yang tidak seharusnya dilakukan

karena merupakan hal-hal yang dilarang.*

2.2.1 Jenis-jenis Disiplin
Mangkunegara mengatakan ada dua macam disiplin diantaranya yaitu:*'
a. Disiplin Preventif
Disiplin preventif adalah suatu upaya untuk menggerakkan pegawai
mengikuti dan mematuhi aturan ataupun pedoman yang telah ditentukan.
b. Disiplin Korektif
Disiplin korektif adalah suatu upaya menggerakkan pegawai dalam
menyatakan suatu peraturan dan menggerakkan untuk tetap mematuhi
peraturan sesuai dengan yang berlaku pada perusahaan. Di dalam disiplin
korektif ini bagi pegawai yang melakukan pelanggaran akan diberikan

sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku, tujuannya yaitu untuk

29 Heidjrachman, Husnan, 2002

30 Prijodarminto Soegeng, 2007

31 Anwar Prabu Mangkunegara, Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan, (Bandung:
PT. Remaja Rosdakarya, 2015), him.129.
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memperbaiki pegawai yang melanggar, memelihara peraturan yang

berlaku, serta memberikan pelajaran kepada pelanggar.

2.2.2 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Disiplin

Menurut Keith Davis dalam Mangkunegara, ada beberapa faktor yang

mempengaruhi disiplin yaitu :

a.

Jam Kerja. Jam kerja adalah jam datang PNS ketempat kerja maupun
pulang kerja yang telah ditetapkan oleh instansi.

Izin PNS. Yaitu PNS yang meninggalkan pekerjaannya pada jam kerja
atau jam dinas, baik untuk kepentingan dinas ataupun kepentingan
pribadi dengan terlebih dahulu ada izin dari atasan begitu juga bagi
PNS yang mengambil cuti.

Absensi PNS. merupakan tingkat kehadiran PNS ditempat kerja yang
diadakan instansi untuk melihat kehadiran para karyawan di tempat

kerja.*

2.2.3 Indikator-Indikator Kedisiplinan

Adapun indikator disiplin menurut Alfred R.Lateiner adalah:

a.

Ketepatan Waktu. Tepat waktu berarti apabila PNS datang ke kantor
tepat waktu, pulang kantor tepat waktu, serta PNS dapat bersikap
tertib.

Pemanfaatan Sarana. PNS yang berhati-hati dalam menggunakan
peralatan kantor untuk menghindari terjadinya kerusakan pada alat
kantor merupakan cerminan karyawan yang memiliki disiplin kerja
yang baik.

Tanggung Jawab yang tinggi. Yaitu sebagai PNS harus selalu
menyelesaikan tugas yang dibebankan kepadanya sesuai prosedur dan

bertangung jawab terhadap hasil kerjanya,

32

Ibid,
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d. Ketaatan Terhadap Aturan instansi. PNS yang memakai seragam
kantor sesuai aturan, mengenakan kartu tanda identitas, ijin apabila
tidak masuk dinas. >’

Konsep Disiplin PNS Untuk mewujudkan Aparatur Sipil Negara yang
handal, profesional dan bermoral mutlak diperlukan penerapan penegakan disiplin
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga dapat
menjamin terpeliharanya tata tertib dan kelancaran pelaksanaan tugas serta dapat
mendorong Aparatur Sipil Negara untuk lebih produktif berdasarkan sistem
prestasi kerja.

Dalam Peraturan Pemerintah No 53 tahun 2010 tentang disiplin Pegawai
Negeri Sipil, dijelaskan bahwa disiplin Pegawai Negeri Sipil sebagai Aparatur
Sipil Negara adalah kesanggupan Aparatur Sipil Negara untuk menaati kewajiban
dan menghidari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undang dan
atau peraturan kedinasan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi
hukuman disiplin.** Disiplin adalah salah satu aspek pembinaan yang meliputi
kewajiban, larangan dan hukuman disiplin yang dapat dijatuhkan kepada PNS
yang telah terbukti melakukan pelanggaran penerapan Disiplin PNS dimaksudkan
agar para PNS tidak menyalahgunakan wewenangnya, baik demi kepentingan
dirinya sendiri atau kelompok tertentu yang dengan tindakannya atau
keputusannya itu dapat merugikan orang lain atau bahkan negara, seperti
memanipulasi data atau tindakkan lainnya yang tidak sepatutnya dilakukan oleh

seorang Aparatur Sipil Negara. Penerapan disiplin yang tinggi diupayakan agar

33 Jundah Ayu Permatasari, Pengaruh Disiplin Kerja Terhadap Prestasi Kerja
Karyawan,Jurnal Administrasi Bisnis, Vol. 25, No.1, Agustus 2015, hlm. 3.
34 Peraturan Pemerintah No 53 tahun 2010 tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil
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timbul kesadaran dari Aparatur Sipil Negara sehingga berpotensi terciptanya
produktivitas organisasi serta penerapan disiplin Aparatur Sipil Negara harus
tegas dan konsisten sehingga dapat mempercepat pencapaian tujuan yang sudah
ditetapkan. Pegawai Negeri Sipil sebagai aparatur pemerintah sudah seharusnya
memiliki tingkat disiplin yang tinggi, yang dapat menjadi teladan bagi masyarakat
umum.

Adapun peraturan terbaru mengenai disiplin PNS diatur dalam Peraturan
Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Dalam
peraturan disebutkan bahwa Disiplin PNS adalah kesanggupan PNS untuk
menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan
perundang-undangan.3 > Secara umum, pelaksanaan disiplin PNS berdasarkan PP
No. 94 Tahun 2021 meliputi 2 aspek, yaitu: Disiplin terhadap kewajiban dan
disiplin terhadap peraturan perundangan. Adapun disiplin terhadap kewajiban
dapat dilihat pada 2 indikator yaitu (a) indikator setia dan taat; serta (b) indikator
melaksanakan kebijakan. Sehingga untuk menilai disiplin pegawai dapat ditinjau
dari kedua aspek tersebut.

Disiplin PNS sangat penting diterapkan dalam lingkup pemerintahan
karena hal ini sebagai pedoman bagi para PNS dalam melaksanakan tugas dan
tanggungjawabnya sebagai Aparatur Sipil Negara yang melayani masyarakat.
Sehingga, bagi para PNS yang melanggar disiplin PNS, akan dikenakan sanksi
atau hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh pejabat yang berwenang. Pelanggaran

disiplin merupakan setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan PNS yang tidak menaati

35 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil
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kewajiban dan/atau melanggar larangan ketentuan disiplin PNS, baik yang
dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja.*

Berdasarkan PP No. 94 tahun 2021, terdapat 2 jenis sanksi terhadap
pelanggaran Disiplin PNS yakni berupa Hukuman Disiplin Ringan; Hukuman

Disiplin Sedang; dan Hukuman Disiplin Berat.

Teori Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan faktor yang sangat sentral dalam
organisasi pemerintahan, apapun bentuk dan tujuannya, organisasi dibuat
berdasarkan berbagai visi untuk kepentingan manusia.Pentingnya sumber daya
manusia dalam suatu organisasi pemerintahan, menuntut setiap organisasi
mendapatkan pegawai yang berkualitas dan produktif untuk menjalankan
org.’:misasi.37

Sumber daya manusia adalah orang-orang yang ada dalam organisasi yang
memberikan sumbangan pemikiran dan melakukan berbagai jenis pekerjaan
dalam mencapai tujuan organisasi.Sumbangan yang dimaksud adalah pemikiran
dan pekerjaan yang mereka lakukan di berbagai kegiatan dalam
perusahaan.Dalam pengertian sumber daya manusia, yang diliput bukanlah

terbatas kepada tenaga ahli, tenaga pendidikan ataupun tenaga yang

berpengalaman saja tetapi semua tenaga kerja yang digunakan perusahaan untuk

36  Ibid,

37 Kalangi, Pengembangan Sumber Daya Manusia Dan Kinerja Aparat Sipil Negara Di
Kabupaten Kepulauan Sangihe Provinsi Sulawesi Utara, Jurnal LPPM Bidang
EkoSosBudKum Volume 2 Nomor 1, (Sulawesi Utara: Institut Pemerintahan Dalam
Negeri, 2015), h. 1
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mewujudkan tujuan-tujuannya.”® Secara lebih khusus SDM dalam arti mikro di
lingkungan sebuah organisasi atau perusahaan pengertiannya dapat dilihat dari
tiga sudut:

1. SDM adalah orang yang bekerja dan berfungsi sebagai aset organisasi
yang dapat dihitung jumlahnya.

2. SDM adalah potensi yang menjadi motor penggerak organisasi.

3. Manusia sebagai sumber daya adalah makhluk hidup ciptaan Tuhan
Yang Maha Esa, sebagai penggerak organisasi berbeda dengan
sumber daya lainnya. Nilai-nilai kemanusiaan yang dimilikinya
mengharuskan sumber daya manusia diperlakukan secara berlainan
dengan sumber daya lainnya.”

Berdasarkan keterangan di atas sumber daya menunjukkan bahwa dalam
bekerja di lingkungan sebuah pemerintahan harus diperlakukan dengan kualitas
kehidupan kerja yang baik agar memungkinkannya bekerja secara efektif,
efisien, produktif dan berkualitas. Di antaranya dalam bentuk memberikan
kesempatan untuk berpartisipasi mengembangkan karirnya, diperlakukan adil
dalam menyelesai-kan konflik yang dihadapinya, disupervisi secara jujur dan
obyektif, memperoleh upah yang layak dan lain lain.*

Berdasarkan pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa sumber
daya manusia adalah seluruh kemampuan atau potensi penduduk yang berada di
dalam suatu wilayah tertentu beserta karakteristik atau ciri demografis, sosial

maupun ekonominya yang dapat dimanfaatkan untuk keperluan pembangunan.

Indikator kualitas Sumber Daya Manusia menurut Notoatmodjo yaitu:

38 Sukirno, Mikro Ekonomi Teori Pengantar, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2006), h. 172

39 Hasibuan, Manajemen Sumber Daya Manusia...h. 76

40 Mangkunegara, Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan, (Bandung: Remaja Rosda
Karya, 2015), h. 56
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pendidikan dan pelatihan.*' Sedangkan indikator kualitas Sumber Daya Manusia

menurut Hutapea dan Nurianna adalah memahami bidangnya masing-masing,

pengetahuan, kemampuan, semangat kerja dan kemampuan perencanaan/

i 42
pengorganisasian.

2.4 Teori Perilaku

Perilaku adalah segenap manifestasi hayati individu dalam berinteraksi
dengan lingkungan, mulai dari perilaku yang paling nampak sampai yang tidak
tampak, dari yang dirasakan sampai paling yang tidak dirasakan.* Perilaku
merupakan hasil daripada segala macam pengalaman serta interaksi manusia
dengan lingkunganya yang terwujud dalam bentuk pengetahuan, sikap dan
tindakan. Perilaku merupakan respon/reaksi seorang individu terhadap stimulus
yang berasal dari luar maupun dari dalam dirinya.44 Perilaku merupakan suatu
tindakan yang dapat diamati dan mempunyai frekuensi spesifik, durasi dan
tujuan baik disadari maupun tidak. Perilaku adalah kumpulan berbagai faktor
yang saling berinteraksi.*’

Jenis-jenis perilaku individu menurut Okviana antara lain (1) perilaku
sadar, perilaku yang melalui kerja otak dan pusat susunan saraf, (2) perilaku

tak sadar, perilaku yang spontan atau instingtif, (3) perilaku tampak dan tidak

41
42

43

44
45

Notoatmodjo, Pengembangan Sumber Daya Manusia, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), h. 16
Hutapea dan Nurianna,Kompetensi Plus : Teori, Desain, Kasus dan Penerapan untuk HR
dan Organisasi yang Dinamis, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 56

Oktaviana, Hubungan Antara Konsep Diri Dan Pergaulan Teman Sebaya Dengan Perilaku
Delinkuen Ramaja, (Lampung: Universitas Lampung, 2015), h. 25
Notoatmodjo,Metodologi Penelitian Kesehatan, (Jakarta : Rineka Cipta, 2010), h. 12
Wawan,.Teori dan Pengukuran Pengetahuan, Sikap, Dan Perilaku Manusia, (Yogyakarta:
Nuha Medika, 2011), h. 21
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tampak, (4)perilaku sederhana dan kompleks dan (5) perilaku kognitif, afektif,

konatif, dan psikomotor.*°

2.5 Kajian Studi yang Relevan

Dalam melakukan suatu penelitian, perlu dilakukan peninjauan

terhadap penelitian-penelitian terdahulu yang terkait dengan persoalan yang

akan diteliti. Dalam penelitian ini, terdapat beberapa hasil penelitian

terdahulu yang akan dijadikan sebagai sandingan oleh penulis dalam

melakukan proses penelitian mengenai “Pelaksanaan Disiplin Aparatur Sipil

Negara pada Disdukcapi Kota Banda Aceh ™.

1.

Penelitian yang dilakukan oleh Sarayulis (2019) dengan judul Penerapan
“Disiplin Aparatur Sipil Negara (ASN) Pada Bagian Umum Sekretariat
Daerah Kabupaten Aceh Barat.” Penelitian ini menjelaskan tentang
Kedisiplinan Aparatur Sipil Negara yang sudah diatur dalam Peraturan
Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil
dan surat edaran yang dikeluarkan oleh Bupati Aceh Barat Nomor
065/989/VII1/2015 tentang Pelaksanaan Disiplin Terhadap Jam Kerja Bagi
Pegawai Negeri Sipil Dan Non Pegawai Negeri Sipil Pemerintah
Kabupaten Aceh Barat. Pada bagian umum Sekretariat Daerah Kabupaten
Aceh Barat penerapan disiplin aparatur sipil negara masih belum optimal
dikarenakan beberapa faktor yaitu masih adanya pelanggaran yang

dilakukan oleh pegawai negeri sipil seperti jarang mengikuti apel, datang

46

Oktaviana, Hubungan Antara Konsep Diri Dan Pergaulan Teman Sebaya Dengan Perilaku
Dilingkungan Ramaja...,h. 27
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terlambat, berada diluar kantor saat jam kantor, dan lainnya. Penelitian ini
bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah penerapan kedisiplinan
aparatur sipil negara pada bagian umum Sekretariat Daerah Kabupaten
Aceh Barat, dan bagaimanakah keberhasilan penerapan kedisiplinan
aparatur sipil negara pada bagian umum Sekretariat Daerah Kabupaten
Aceh Barat.Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis
penelitian bersifat deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan
wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukan
bahwa penerapan kedisiplinan aparatur sipil negara pada bagian umum
Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Barat belum sepenuhnya berhasil,
disebabkan masih ada pegawai yang melakukan pelanggaran yaitu
kurangnya kesadaran dalam menjalankan aturan, kurangnya pengawasan,
kurang tegasnya sanksi yang diberikan terhadap pelanggar di Sekretariat
Daerah Kabupaten Aceh Barat. Oleh karena itu, dibutuhkan kesadaran dari
setiap individu untuk patuh dan taat terhadap aturan, diperlukan adanya
sanksi secara tegas bilamana seorang ASN terbukti melakukan
pelanggaran dengan tujuan untuk memberikan efek jera dan tidak

mengulangi hal yang sama kedepannya.*’

2. Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Oktafiani Radja, Greace Dkk

(2020). Penerapan Disiplin Aparatur Sipil Negara Di Badan Kepegawaian
Diklt Daerah Kabupaten Siau Tagulandang Biaro dengan judul Penerapan

Disiplin Aparatur Sipil Negara Di Badan Kepegawaian Diklat Daerah

47

Sarayulis (2019). Penerapan Disiplin Aparatur Sipil Negara (ASN) Pada Bagian Umum
Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Barat. Mahasiswa FISIP UIN Ar-Raniry
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Kabupaten Siau Tagulandang Biaro. Penelitian ini memfokuskan perhatian
pada Penerapan Disiplin Aparatur Sipil Negara di Badan Diklat
Kepegawaian Daerah Kabupaten Siau Tagulandang Biaro. Penelitian ini
dilakukan karena disiplin aparatur sipil negara belum sesuai dengan
peraturan pemerintah yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
dalam menerapkan disiplin aparatur sipil negara sudah tegas namun masih
ada pegawai yang mengabaikan aturan disiplin yang berlaku terbukti
masih terjadi pelanggaran disiplin. Perilaku disiplin yang sering terjadi di
Badan Diklat Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Siau Tagulandang
Biaro. Kesimpulan yang peneliti dapatkan dalam penelitian ini adalah
peraturan yang telah dibuat tentang disiplin PNS belum efektif
dilaksanakan karena lemahnya pengawasan dari pimpinan, aparatur sipil
Negara masih belum melaksanakan kewajibannya sehingga melanggar
larangan. Saran peneliti dari penelitian ini adalah lebih tegas dari pimpinan
kedisiplinan dalam pelaksanaan disiplin, pimpinan lebih langsung kepada
seluruh pegawai, agar pegawai benar-benar dapat melaksanakan tugas
sesuai dengan kewajiban dan kebutuhannya. dilakukan penelitian untuk
meningkatkan efektifitas Penerapan Disiplin Aparatur Sipil Negara dengan
pemberlakuan disiplin yang ketat ini berdampak pada pegawai pada saat
Pegawai tersebut berprestasi. Begitu juga dengan pegawai di BKDD untuk

. . . . 48
lebih memahami dan menaati peraturan pemerintah.

48 Oktafiani Radja, Greace Dkk (2020). Penerapan Disiplin Aparatur Sipil Negara Di Badan
Kepegawaian Diklt Daerah Kabupaten Siau Tagulandang Biaro
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Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya
adalah, sama-sama meneliti mengenai disiplin pegawai dalam kinerjanya
pada instansi pemerintahan. Sedangkan. Perbedaannya adalah dalam
penelitian ini peneliti menggunakan indikator disiplin PNS berdasarkan
Peraturan Pemerintah No.94 Tahun 2021 tentang disiplin PNS, yang mana
peraturan tersebut merupakan peraturan terbaru yang saat ini sedang
dilaksanakan. Selain itu daerah dan instansi yang dipilih sebagai lokasi
penelitian pun juga berbeda. Sehingga diharapkan penelitian ini akan lebih

mencerminkan bagaimana pelaksanaan disiplin PNS saat ini.
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2.6 Kerangka Berpikir

Penerapan Disiplin PNS pada Disdukcapil Kota Banda
Aceh berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 94
Tahun 2021 tentang Disiplin PNS

Pelaksanaan Disiplin PNS Sanksi Terhadap
pada Disdukcapil Kota Pelanggaran Disiplin PNS
Banda Aceh Pada Disdukcapil Kota
Banda Aceh
A 4 \ 4
Pasal 3 PP Nomor 94 Tahun Pasal 8 PP Nomor 94 Tahun
2021 2021
1. Kewajiban 1. Hukuman Disiplin
a. Setia dan taat Ringan
b. Melaksanakan 2. Hukuman Disiplin
kebijakan Sedang
3. Hukuman Disiplin Berat
2. Menaati peraturan
perundangan
a. Pengabdian
b. Tanggungjawab




BAB III

GAMBARAN UMUM PENELITIAN

3.1 Sejarah dan Gambaran Umum Kota Banda Aceh

Kota Banda Aceh adalah salah satu kota yang berada di Aceh dan menjadi
ibu kota Provinsi Aceh, Indonesia. Sebagai pusat pemerintahan, Banda Aceh
menjadi pusat segala kegiatan ekonomi, politik, sosial dan budaya. Kota Banda
Aceh merupakan kota Islam yang paling tua di Asia Tenggara, di mana Kota
Banda Aceh merupakan ibu kota dari Kesultanan Aceh. Banda Aceh sebagai ibu
kota Kesultanan Aceh Darussalam berdiri pada abad ke-14 dan telah berusia 814
tahun (di tahun 2019). Berdasarkan naskah tua dan catatan-catatan sejarah,
Kerajaan Aceh Darussalam dibangun diatas puing-puing kerajaan-kerajaan Hindu
dan Budha seperti Kerajaan Indra Purba, Kerajaan Indra Purwa, Kerajaan Indra
Patra dan Kerajaan Indra Pura (Indra Puri).*”

Sejarah duka Kota Banda Aceh yang masih nyata dalam ingatan adalah
terjadinya bencana gempa dan tsunami pada hari Minggu tanggal 26 Desember
2004 yang telah menghancurkan sepertiga wilayah Kota Banda Aceh, dengan
lebih dari 60 persen bangunannya hancur. Ratusan ribu jiwa penduduk menjadi
korban bersama dengan harta bendanya. Bencana gempa dan tsunami ini dengan
kekuatan 8,9 SR tercatat sebagai peristiwa terbesar sejarah dunia dalam masa dua

abad terakhir ini.”" Berdasarkan data statistik yang dikeluarkan Pemerintah Kota

49 https://bandaacehkota.go.id/p/sejarah.html (di akses pada 18 Maret 2019)
50  Ibid,
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Banda Aceh, jumlah penduduk Kota Banda Aceh hingga akhir Mei 2012 adalah
sebesar 248.727 jiwa.

a. Karakteristik Geografis Kota Banda Aceh

Letak astronomis Banda Aceh adalah 05°16'15"-05°36'16" Lintang Utara

dan 95°16'15"-95°22'35" Bujur Timur dengan tinggi rata-rata 0,80 meter di atas
permukaan laut. Kota Banda Aceh berbatas dengan Selat Malaka di sebelah utara;
Kabupaten Aceh Besar di sebelah timur dan selatan; dan Samudera Hindia di
sebelah barat.

b. Pemerintahan

Kota Banda Aceh terdiri dari 9 kecamatan, 17 mukim, 70 gampong dan 20

kelurahan. Walikota Banda Aceh yang sekarang adalah Aminullah Usman S.E.,
Ak., M.M . Beliau diangkat menjadi walikota sejak 7 Juli 2017 hingga sekarang
(Tahun 2019). Aminullah Usman pernah menjabat sebagai direktur Utama PT
Bank BPD Aceh (yang sekarang dikenal dengan Bank Aceh) pada tahun 2000
hingga tahun 2010. Semula hanya ada 4 kecamatan di Kota Banda Aceh yaitu
Meuraxa, Baiturrahman, Kuta Alam dan Syiah Kuala. Kota Banda Aceh
kemudian dikembangkan lagi menjadi 9 kecamatan baru, yaitu: Baiturrahman,
Banda Raya, Jaya Baru, Kuta Alam, Kuta Raja, Lueng Bata, Meuraxa, Syiah
Kuala dan Ulee Kareng.

c. Demografi

Jumlah penduduk Kota Banda Aceh saat ini adalah 259.913 jiwa dengan
kepadatan 42 jiwa/Ha. Jumlah penduduk laki-laki adalah 142.892, sedangkan

jumlah penduduk perempuan adalah 134.396. pertumbuhan penduduk di Kota


https://id.wikipedia.org/wiki/Lintang_Utara
https://id.wikipedia.org/wiki/Bujur_Timur
https://id.wikipedia.org/wiki/Selat_Malaka
https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Aceh_Besar
https://id.wikipedia.org/wiki/Samudera_Hindia
https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_Wali_Kota_Banda_Aceh
https://id.wikipedia.org/wiki/Jaya_Baru,_Banda_Aceh
https://id.wikipedia.org/wiki/Ulee_Kareng,_Banda_Aceh
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Banda Aceh adalah 1,96 persen dengan 64.008 rumah tangga. Penduduk Kota

Banda Aceh didominasi oleh penduduk berusia muda. Hal ini merupakan salah

satu dampak dari fungsi Banda Aceh sebagai pusat pendidikan di Aceh dan

bahkan di Pulau Sumatera.’!

3.2 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh

a. Visi, Misi dan Motto Disdukcapil Kota Banda Aceh

Visi

Terwujudnya Kota Banda Aceh yang gemilang dalam bingkai syariah

Misi
1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

Motto

Meningkatkan pelaksanaan syariat Islam dalam bidang penguatan
aqidah, akhlak, ibadah, muammalah dan syiar Islam

Meningkatkan kualitas pendidikan, kebudayan, epemudaan dan
olahraga

Meningkatkan  pertumbuhan  ekonomi,  pariwisata, dan
kesejahteraan masyarakat

Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat

Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yag baik
Membangun infrastrukturkota yang ramah lingkungan dan
berkelanjutan

Memperkuat upaya pemberdayaan perempuan dan perlindungan

anak.

Melayani dengan SUPER (Sepenuh hati, Uusan beres, Profesional, Efektif

dan efisien, dan Ramah.>

51 https://bandaacehkota.go.id/p/demografi.html (diakses 18 April 2019)
52 Visi misi disdukcapil Kota banda Aceh, diakses di disdukcapil.bandaacehkota.go.id pada
15 November 2021
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b. Tugas pokok dan fungsi serta kewenangan Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh

Adapun Tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kota Banda Aceh adalah sebagai berikut:

Pelaksanaan urusan ketatausahaan.
Penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang.
Perumusan kebijakan teknis di bidang kependudukan dan pencatatan sipil.
Penyelenggaraan tugas di bidang kependudukan dan pencattan sipil
termasuk perizinan dan pelayanan umum.
Pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas di
bidang kependudukan dan pencatatan sipil.
Pelayanan informasi kependudukan dan pencatatan sipil.
Pengelolaan data kependudukan dan pencatatan sipil yang berskala Kota.
Pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya di
bidang kependudukan dan pencatatan sipil.
Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Walikota
sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana tersebut di atas Dinas

kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai kewenangan :

I

Melaksanakan koordinasi penyelengaraan kependudukan dan pencatatan
sipil.
Menyusun petunjuk teknis di bidang kependudukan dan pencatatan sipil

sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

. Membina dan mealkukan sosialisasi di bidang kependudukan dan

pencatatan sipil
Melimpahkan sebagian tugas kepada kecamatan dan gampong untuk
menyelenggarakan urusan administrasikependudukan dan pencatatan sipil

berdasarkan asas tugas pembantuan.
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5. Menerbitkan dokumen atau akta di bidang Kependudukan dan pencatatan

sipil.”

53 Tupoksi Disdukcapil Kota Banda Aceh, diakses di https://disdukcapil.bandaacehk
ota.go.id/profil-tupoksi.html



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1

Disiplin pegawai di Disdukcapil Kota Banda

Disiplin Pegawai  Negeri Sipil di Disdukcapil Kota Banda Aceh
berdasarkan PP Nomor 94 Tahun 2021 secara umum dapat dilihat dari 2
aspek, yaitu: aspek kewajiban dan aspek menaati peraturan perundangan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa di Disdukcapil Kota Banda Aceh
Sebagian besar pegawainya sudah menaati disiplin pegawai berdasarkan
PP No 94 Tahun 2021. Hanya ada beberapa pelanggaran kecil (sanksi
ringan), seperti terlambat masuk kantor, hal itu pun saat ini sudah sangat
kurang dan dapat di minimalisir karena berbagai aspek diantaranya karena
adanya aturan hukuman disiplin yang diatur dalam PP Nomor 94 Tahun
2021, sehingga para PNS akan berpikir dua kali untuk melakukan
pelanggaran disiplin yang akan merugikan dirinya sendiri.

Sanksi

Adapun sanksi bagi pelanggar disiplin PNS berdasarkan PP No 94 Tahun
2021 terbagi kedalam 3 yaitu: a. Hukuman Disiplin ringan; b. Hukuman
Disiplin Sedang; dan c. Hukuman Disiplin Berat. Berdasarkan hasil
penelitian, ketiga hukuman tersebut memang ada sebagai sanksi apabila
pegawai melakukan pelanggaran disiplin. Adapun sanksi yang diberikan
sesuai dengan jenis pelanggaran yang dilakukan sebagaimana terdapat

pada tabel dibawah ini :
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Tabel 4.1
Jenis Pelanggaran Aparatur Sipil Negara
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No. | Jenis Hukuman Tindakan Pembinaan Keterangan
1. | Hukuman Disiplin | a. Teguran lisan Teguran dari atasan 17 (kali)
Ringan - . :
b. Teguran Tertulis Surat Peringatan 37 (kali)

c. Pernyataan tidak
puas

Hukuman Disiplin
Sedang

Hukuman Disiplin
Berat

Sumber : Disdukcapil Kota Banda Aceh Tahun 2021

Berdasarkan tabel diatas terkait jenis pelanggaran ASN, peneliti

menyimpulkan bahwa ASN pada Disdukcapil Kota Banda Aceh hingga

saat peraturan terbaru ini ditetapkan dan dilaksanakan, belum ada yang

memperoleh hukuman sedang maupun berat, hanya ada teguran ringan

yang berupa teguran secara lisan dan teguran tertulis. Artinya, penerapan

sanksi membawa dampak positif terhadap kedisiplinan pegawai.

4.2 Pembahasan

4.2.1 Pelaksanaan Disiplin PNS pada Disdukcapil Kota Banda Aceh

Disiplin ASN adalah kesanggupan Aparatur Sipil Negara untuk menaati

kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan

perundang-undangan dan/atau peraturan kedinasan yang apabila tidak ditaati

atau dilanggar akan dijatuhi hukuman disiplin. Perlu dilakukan penanganan

secara jelas dan tegas dalam penerapan kedisiplinan pegawai karena pada

dasarnya kedisiplinan pegawai mencerminkan prestasi kerja seorang pegawai
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itu sendiri dan juga berpengaruh kepada kualitas pelayanan yang diberikan
kepada masyarakat. Begitu penting kedisiplinan Pegawai Negeri Sipil
sehingga pemerintah mengupayakan berbagai cara terlihat dari aturan-aturan
dan kebijakan yang mengatur mengenai hal tersebut. Salah satunya yaitu
Peraturan Pemerintah terbaru yang mengatur mengenai disiplin Aparatur
Negara yaitu PP Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS menggantikan
PP Nomor 53 Tahun 2010.

Pada dasarnya, tidak ada perubahan signifikan antara PP Nomor 53 Tahun
2010 tentang Disiplin PNS dengan PP Nomor 94 Tahun 2021. Secara umum
Peraturan Pemerintah tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil ini antara lain
memuat tentang kewajiban, larangan, dan hukuman disiplin yang dapat
dijatuhkan kepada Pegawai Negeri Sipil yang terbukti melakukan
pelanggaran, juga sebagai pedoman bagi pejabat yang berwenang menghukum
serta memberikan kepastian dalam menjatuhkan hukuman disiplin. Demikian
juga dengan batasan kewenangan bagi pejabat yang berwenang menghukum.
Hal ini sejalan dengan hasil wawancara dengan Nurhasanah, Sekretaris
Disdukcapil Kota Banda Aceh pada tanggal 23 Desember tahun 2021 yang
mengatakan bahwa:

”Secara umum tidak ada perbedaan secara signifikan antara PP
sebelumnya yaitu PP nomor 53 Tahun 2010 dan PP terbaru yakni PP
Nomor 94 Tahun 2021 tentang disiplin pegawai. Seperti yang sudah saya
katakan bahwa, sejak mulai diberlakukannya PP terbaru tersebut, belum
ada pegawai Disdukcapil yang melakukan pelanggaran-pelanggaran
berat.”
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Namun, pada dasarnya tetap terdapat beberapa perubahan ketentuan

disiplin pegawai negeri sipil (PNS) dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94

Tahun 2021 yang menggantikan PP Nomor 53 Tahun 2010, diantaranya:

1.

Adanya pengertian mengenai masuk kerja, yakni keadaan melaksanakan
tugas baik di dalam maupun luar kantor.

Penambahan ketentuan larangan PNS berupa melakukan pungutan di luar
ketentuan. Lebih lanjut “pungutan di luar ketentuan” adalah pengenaan
biaya yang tidak seharusnya dikenakan atau penyalahgunaan wewenang
untuk mendapatkan uang, barang atau bentuk lain untuk kepentingan
pribadi atau pihak lain, baik dilakukan secara sendiri-sendiri atau
bersama-sama.

. Tidak lagi mengatur ketentuan pidana. Sehingga bagi PNS yang

melakukan pelanggaran disiplin dan ada unsur pidananya, maka
ditangani sesuai ketentuan perundang-undangan pidana terhadap PNS
bersangkutan.

Adanya perubahan jenis hukuman disiplin sedang dan jenis hukuman
disiplin berat. Jenis hukuman disiplin sedang, yaitu pemotongan
tunjangan kinerja sebesar 25 persen selama 6 bulan; pemotongan
tunjangan kinerja sebesar 25 persen selama 9 bulan; dan pemotongan
tunjangan kinerja sebesar 25 persen selama 12 bulan. Adapun jenis
hukuman disiplin berat antara lain penurunan jabatan setingkat lebih
rendah selama 12 bulan, pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan
pelaksana selama 12 bulan, dan pemberhentian dengan hormat tidak atas
permintaan sendiri sebagai PNS.

Perubahan mengenai pelanggaran atas kewajiban masuk kerja dan
menaati ketentuan jam kerja.

Penyederhanaan pembagian kewenangan pejabat yang berwenang
menghukum.

Pembentukan tim pemeriksa bersifat pilihan untuk dugaan pelanggaran
hukuman disiplin tingkat sedang dan bersifat wajib untuk dugaan
pelanggaran disiplin tingkat berat. Sebelumnya dalam PP 53/2010
ditentukan bahwa untuk pelanggaran disiplin yang ancaman hukumannya
sedang atau berat dapat dibentuk tim pemeriksa.

Atasan langsung yang tidak melakukan pemanggilan dan pemeriksaan
terhadap PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin, dan
melaporkan hasil pemeriksaan kepada pejabat berwenang menghukum
dijatuhi hukuman disiplin yang lebih berat.


https://www.tempo.co/tag/pns
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9. Dalam hal pejabat yang berwenang menghukum tidak menjatuhkan
hukuman disiplin kepada PNS yang melakukan pelanggaran, maka
pejabat tersebut dijatuhi hukuman disiplin yang lebih berat. Sebelumnya
dalam PP 53/2010 hanya dijatuhi hukuman disiplin yang sama dengan
jenis hukuman disiplin kepada PNS yang melakukan pelanggaran
disiplin.

10. PNS yang melanggar ketentuan mengenai izin perkawinan dan
perceraian PNS dijatuhi salah satu jenis hukuman disiplin berat sesuai
dengan ketentuan dalam PP 94/2021.

11. Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban PNS Masuk Kerja dan
menaati ketentuan jam kerja akan diatur dalam Peraturan Menteri
PANRB.

12. Ketentuan pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini akan diatur lebih lanjut
dengan Peraturan Badan Kepegawaian Negara.

13. Peraturan perundang-undangan yang merupakan pelaksanaan dari
peraturan perundang-undangan mengenai disiplin PNS yang ada sebelum
berlakunya PP ini dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan

dan belum diubah berdasarkan Peraturan Pemerintah ini. >*

Terdapat beberapa perubahan pada penelitian ini, khususnya pada perubahan
jenis hukuman disiplin sedang dan jenis hukuman (sanksi) bagi pelanggar
disiplin PNS yang menjadi permasalahan yang juga akan dibahas oleh peneliti
dalam penelitian ini. Peneliti memfokuskan untuk melihat bagaimana
pelaksanaan disiplin pegawai berdasarkan Pasal 3 PP Nomor 94 Tahun 2021,
Adapun beberapa kewajiban PNS berdasarkan PP Nomor 94 Tahun 2021 yaitu:

a. setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik
Indonesia, dan Pemerintah;

b. menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;

c. melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat pemerintah yang

berwenang;
d. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan;

54 Satya Pratama. Kepala Biro Humas, Hukum dan Kerja Sama Badan Kepegawaian Negara,
diakses di nasional.tempo.co/read.unj-deklarasi-pembangunan-zona-integritas-fakultas-
teknik-jadi-percontohan pada 22 Desember 2021


https://www.tempo.co/tag/pns
https://nasional.tempo.co/read/1541859/unj-deklarasi-pembangunan-zona-integritas-fakultas-teknik-jadi-percontohan
https://nasional.tempo.co/read/1541859/unj-deklarasi-pembangunan-zona-integritas-fakultas-teknik-jadi-percontohan
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e. melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran,
kesadaran, dan tanggung jawab;

f. menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan,
dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar
kedinasan;

g. menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia
jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

h. bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik

. 55
Indonesia.

Untuk menilai disiplin pegawai seorang PNS tentunya harus melaksanakan
seluruh kewajiban yang telah diatur. Secara garis besar, peneliti
mengelompokkan pelaksanaan disiplin PNS berdasarkan PP Nomor 94 Tahun
2021 menjadi 2 (dua), yakni disiplin pegawai berdasarkan kewajiban dan
disiplin pegawai dalam menaati peraturan perundangan:

Yang pertama, disiplin pegawai berdasarkan Kewajiban. Kewajiban
PNS adalah segala sesuatu yang wajib dikerjakan atau boleh dilakukan oleh
setiap PNS berdasarkan sesuatu peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Untuk melihat apakah seorang PNS tidak melakukan pelanggaran terhadap
disiplin PNS, yang perlu diperhatikan adalah apakah seorang PNS tersebut
sudah melaksanakan kewajibannya sebagai PNS dengan baik atau tidak.
Adapun kewajiban yang harus ditaati oleh PNS adalah:

a. Setia dan taat. Setia berarti berpegang teguh pada satu pendirian, taat
berarti tidak berlaku curang. Dalam hal pelaksanaan disiplin PNS para
pegawai dituntut untuk setia dan taat terhadap peraturan yang berlaku.
Berdasarkan PP Nomor 94 Tahun 2021, Setiap PNS wajib setia dan

taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara

55

PP No 94 Tahun 2021
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Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia,
dan Pemerintah. Di Disdukcapil Kota Banda Aceh, Berdasarkan
wawancara dengan Linda Novianti, Kasubbag Umum dan
Kepegawaian pada tanggal 23 Desember tahun 2021 yang menyatakan
bahwa:

“kita lihat disini semua pegawainya setia dan taat, mungkin hanya ada
beberapa pelanggaran kecil (tidak taat peraturan) seperti terlambat
masuk kantor, itu juga karna ada alasan tertentu, kalau untuk
pelanggaran berat sejauh ini belum ada di Disdukcapil ya.”

Selain itu, wawancara dengan Nurhasanah, Sekretaris Disdukcapil
Kota Banda Aceh juga memaparkan hal yang sama:

“terkait kesetian sudah pasti ada, dikarnakan memang tidak pernah
terjadi pelanggaran-pelanggaran berat terkait integritas sebagai
pegawai, mungkin hanya pelanggaran-pelanggaran kecil, yang
sebenarnya ini juga tidak dibenarkan misalnya terlambat masuk kantor,
itu juga jarang dan kalaupun memang telat selalu ada alasannya, jadi
saya kira untuk kesetiaan dan ketaatan sudah cukup dapat dipercaya”

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, terkait kesetiaan dan
ketaatan, peneliti menyimpulkan bahwa PNS di Disdukcapil Kota Banda
Aceh setia dan taat pada peraturan yang berlaku. Karena Disdukcapil pun
merupakan salah satu instansi di Kota Banda Aceh yang meraih
penghargaan sebagai salah satu unit Dukcapil Kabupaten/Kota dengan
Pelayanan Publik Kategori Sangat Baik pada tahun 2020 dari Kementrian
PANRB. Perolehan penghargaan tersebut tentunya tidak terlepas dari
kinerjanya selama ini dalam melayani masyarakat. Ada banyak sekali

tentunya faktor yang menjadi penilaian untuk mendapat predikat
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pelayanan publik kategori sangat baik tersebut, diantaranya menjalankan
pelayanan sesuai dengan SOP yang berarti pegawai Disdukcapil taat akan

aturan yang berlaku.”

b. Melaksanakan kebijakan. Melaksanakan kebijakan berarti tahapan
aktivitas  kegiatan  dalam melaksanakan keputusan kebijakan yang
dilakukan oleh individu/ pejabat, kelompok pemerintah, masyarakat,
dan/ atau swasta dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan
dalam keputusan kebijakan yang akan mempengaruhi hasil akhir.
Melaksanakan kebijakan merupakan tanggung jawab seorang pegawai.
Pada dasarnya, tugas utama PNS memang melaksanakan kebijakan
yang telah ditentukan berdasarkan peraturan yang berlaku. Di
Disdukcapil, para PNS yang bertugas telah melaksanakan kebijakan-
kebijakan terkait tugas, kewenangan dan tanggung jawabnya sebagai
seorang pegawai, hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan Miftahul
Jannah, S.E, MM, Kabid Pencatatan Sipil pada tanggal 24 Desember
2021, beliau mengatakan bahwa jika dilihat memang pegawai
Disdukcapil Kota Banda Aceh telah melaksanakan kebijakan yang
diatur, meskipun terkadang ada juga terjadi beberapa pelanggaran-
pelanggaran kecil:

“Saya rasa pegawai-pegawai di Disdukcapil ini telah mekasanakan
kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan ya, hanya saja memang
terkadang masih ada terjadi beberapa pelanggaran ringan, seperti
terlambat atau lebih cepat pulang. Tapi bukan yang tidak ada

56

Kota Banda aceh Raih Penghargaan Pelayanan Publik Kategori Sangat Baik diakses di
diskominfo.bandaacehkota.go.id. Pada tanggal 01 Januari 2021


https://diskominfo.bandaacehkota.go.id/2021/03/10/disdukcapil-kota-banda-aceh-raih-penghargaan-pelayanan-publik-kategori-sangat-baik/
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masuk sama sekali. Maksudnya ada keterangan begitu. Pada

bidang saya sejauh ini selama diberlakukan PP terbaru tersebut

belum ada terjadi pelanggaran, terutama terkait tidak melaksanakan
kebijakan ini.”

Jadi, PNS di Disdukcapil Kota Banda Aceh telah melaksanakan
kebijakan yang ditentukan dengan baik, karna pada dasarnya tugas utama
Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah melaksanakan kebijakan publik
peraturan-peraturan yang sudah ada dari pemerintah dengan Dewan
Perwakilan Rakyat (DPR). Kemudian melakukan proses pelayanan publik
yang prima kepada masyarakat. Sehingga merupakan suatu indikator
utama seorang pegawai harus melaksanakan kebijakan yang telah
ditetapkan, karna akan berhubungan dengan hajat hidup orang banyak.

Yang kedua yaitu menaati peraturan perundangan. Seorang PNS
dapat dikatakan tidak melanggar disiplin PNS jika selalu menaati
peraturan perundangan. Adapun yang termasuk dalam menaati peraturan
perundangan diantaranya:

a. Pengabdian. Pengabdian yang dimaksudkan adalah perbuatan
baik yang berupa  pikiran, pendapat ataupun tenaga sebagai
perwujudan kesetiaan, cinta, kasih sayang, hormat, atau satu ikatan dan
semua itu dilakukan dengan ikhlas. Sudah menjadi tugas dan tanggung
jawab seorang Pegawai Negeri Sipil untuk mengabdi kepada negara
dan kepada masyarakat. Bentuk pengabdian PNS yang utama adalah
melayani masyarakat dengan sebaik-baiknya. Dalam melaksanakan

pengabdian kepada masyarakat, pegawai Disdukcapil Kota Banda

Aceh sejatinya telah mengabdi dengan baik kepada negara dan
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masyarakat, hal ini dapat dilihat dari indeks kepuasan masyarakat
terhadap pelayanan di Disdukcapil Kota Banda Aceh dan indeks
pelayanan publiknya. Penjelasan lebih lanjut, berdasarkan penjelasan
yang dipaparkan oleh Mairiza, S. STP, M. Si, Kabid Pelayanan
Pendaftaran Penduduk Disdukcapil Kota Banda Aceh pada tanggal 24
Desember tahun 2021 yang mengatakan bahwa:

“Hasil evaluasi pelayanan publik tahun 2019, Kota Banda Aceh meraih
indeks pelayanan publik (IPP) tertinggi di Provinsi Aceh, yaitu 4,05
dengan kategori A- (Sangat Baik). IPP merupakan hasil akumulasi dari
tiga unit penyelenggara pelayanan yang menjadi lokus evaluasi tahun
2019. Unit tersebut adalah Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD),
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
(DPMPTSP), serta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
(Disdukcapil). Disdukcapil sendiri memperoleh IPP tertinggi yakni
4,14 (kategori Sangat Baik).”

Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa pegawai di
Disdukcapil Kota Banda Aceh telah melakukan tugasnya mengabdi
sebagai abdi negara dan melayani masyarakat dengan baik. PNS bekerja
sebagai abdi negara dan juga mengabdi kepada masyarakat dengan cara
bekerja sebagai PNS yang profesional dalam rangka pelaksanaan
pekerjaan tersebut. Dengan kata lain bahwa sebagai seorang PNS berarti
juga telah menjadi seorang abdi masyarakat. Sehingga seorang PNS
tersebut harus memberikan pelayanan kepada yang menjadikannya
seorang abdi, yaitu wajib melakukan pelayanan yang baik kepada

masyarakat, Ibarat seorang abdi (pelayan). Maka dalam melaksanakan

pekerjaannya, seorang PNS wajib untuk bersikap ramah, mampu menahan



47

ego pribadi, serta dilarang untuk mempersulit proses pekerjaan dalam
memberikan pelayanan. Seorang PNS dalam melaksanakan pengabdian
harus bersedia menerima segala bentuk pertanyaan maupun keluh kesah
dari masyarakat yang memang memerlukan pelayanan. Permintaan dari
masyarakat tidak boleh langsung ditolak, akan tetapi harus berusaha untuk
dicarikan solusi serta jalan keluar untuk kepentingan masyarakat dan

negara sepanjang tidak melanggar aturan serta ketentuan yang berlaku.

b. Tanggung jawab. menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)
merupakan keadaan untuk wajib menanggung segala sesuatunya.
Dalam hal ini, jika dijabarkan tanggung jawab adalah kesadaran
seseorang akan kewajiban untuk menanggung segala akibat dari
sesuatu yang telah diperbuatnya. Secara umum tanggung jawab
seorang PNS vyaitu memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada
masyarakat; Membimbing bawahan dalam melaksanakan tugas;
Memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan
karier. Menaati peraturan kedinasan yang ditetapkan oleh pejabat yang
berwenang. berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Linda
Novianti, Kasubbag umum dan Kepegawaian Disdukcapil Kota Banda
Aceh pada tanggal 23 Desember 2021, yang mengatakan bahwa
pegawai Disdukcapil kota Banda Aceh sangat bertanggung jawab atas
pekerjaan dan seluruh tugas yang diembannya:

“Kalau tanggung jawab, saya yakin semua pegawai disini
bertanggung jawab ya atas pekerjaannya. Kita melihat sendiri
bukti-bukti yang ada bahwa memang Disdukcapil ini memperoleh
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banyak pengahargaan terkait dengan pelayanan publik, indeks
kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pun sangat baik, tentunya
hal tersebut tidak akan terjadi jika pegawainya tidak bertanggung
jawab atas pekerjaannya.”

Namun beliau menambahkan bahwa, terdapat pula beberapa
pelanggaran-pelanggaran kecil. Meskipun kecil, terjadinya pelanggaran
berarti mereka mengabaikan tanggung jawabnya sebagai seorang pegawai,
beliau mengatakan bahwa:

“Pelanggaran ada, tetapi hanya berupa pelanggaran ringan, seperti
terlambat masuk. Setelah diberlakukan PP tersebut, Ada, tetapi
hanya berupa pelanggaran ringan, seperti terlambat masuk. Ini
selalu kami rekap. Kami merekap seluruh pegawai,kami ada 44
orang pegawai, jadi diantara ke 44-orang tersebut kami rekap siapa
yang paling sering telat datang pagi. Dan itu rekapnya
dikumpulkan per-tahun. Tapi untuk mempermudah data rekap, kita
rekapnya per 3 bulan. Apalagi saat ini semua sudah online,
termasuk absen. Sehingga tidak bisa berbohong mengenai
kehadiran.”

Secara garis besar dapat dilihat bahwa pelaksanaan disiplin PNS di
Disdukcapil Kota Banda Aceh berdasarkan kewajiban dan menaati
peraturan perundangan terlaksana dengan baik, sejalan dengan wawancara
yang dilakukan pada tanggal 23 Desember tahun 2021 dengan

Nurhasanah, Sekretaris Disdukcapil Kota Banda Aceh:

“Jika dilihat dari aspek disiplin PNS terhadap kewajibannya
sebagai PNS, pegawai disini setia dan taat iya, melaksanakan
kebijakan juga iya, karna kalau tidak melaksanakan kebijakan
pastinya akan dikenakan sanksi,dan sampai sekarang belum ada
pegawai disdukcapil yang melakukan pelanggaran tersebut. Selain
itu aspek disiplin PNS dalam menaati peraturan perundangan yang
terdiri dari pengabdian dan tanggungjawab, saya rasa pegawai di
Disdukcapil menaati dan tidak ada terjadi pelanggaran disiplin
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PNS terkait kedua hal ini, jadi secara garis besar pegawai
disdukcapil Kota Banda Aceh menaati peraturan perundangan yang
berlaku, baik berupa pengabdian maupun tanggungjawab.”

Berdasarkan penelitian, secara keseluruhan dapat dilihat bahwa
Disdukcapil Kota Banda Aceh telah berhasil menegakkan disiplin pegawai
dengan baik. Hal tersebut tentu tidak terlepas dari peran bagian-bagian
penting dan strategis di Disdukcapil tersebut. Berdasarkan wawancara
dengan Nurhasanah, Sekretaris Disdukcapil Kota Banda Aceh:

“Untuk masalah kedisiplinan pegawai ini berada di sekretariat ya.

Karna absen semuanya itu dikontrol oleh sekretaris, selain itu

sekretaris berperan juga dalam memberi teguran resmi kepada

pegawai-pegawai yang melakukan pelanggaran, karena sekretariat
ini yang membidangi kalau masalah kepegawaian.”

Selain itu, para Kabid pun memiliki andil dalam pelaksanaan
disiplin pegawali, terutama pada bawahannya langsung. Hasil wawancara
dengan Mairiza, S. STP, M. Si, Kabid Pelayanan Pendaftaran Penduduk
Kota Banda Aceh pada tanggal 24 Desember tahun 2021, beliau

mengatakan bahwa:

“Peran kami sebagai Kabid bahwa kami melihat dan mengontrol
anak buah kami sendiri. Kalau misalnya ada yang telat-telat kami

tegur.”

Pada dasarnya, tujuan pemerintah mengeluarkan peraturan
mengenai Disiplin ASN adalah untuk menjamin tata tertib dan kelancaran
tugas ASN itu sendiri, sehingga dalam menjalankan tugas pokok dan
fungsinya sebagai Aparatur Pemerintahan dapat berjalan dengan efektif

sehingga tujuan-tujuan yg akan dilaksanakan akan tercapai. Terutama
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dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam bidang-bidang
dasar, seperti pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
(Disdukcapil), karena Disdukcapil dalam pelaksanaan tugasnya langsung
berhubungan dengan masyarakat. Oleh karenanya, sangat dibutuhkan
SDM yang berkompeten, adanya informasi pengaduan yang baik,
terciptanya inovasi-inovasi untuk pelayanan publik dan sarana prasarana
yang mendukung dalam mewujudkan pelayanan dan harus ditegakkannya

disiplin pegawai yang benar-benar berjalan dengan semestinya.

4.2.2 Sanksi Terhadap Pelanggaran Disiplin PNS Pada Disdukcapil Kota
Banda Aceh

Pelanggaran disiplin merupakan setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan
PNS yang tidak menaati kewajiban dan/atau melanggar larangan ketentuan
disiplin PNS, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja. Pada pasal
7 PP Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS dijelaskan bahwa PNS yang
tidak menaati ketentuan yang telah diatur sebagai kewajiban dan
tanggungjawabnya sebagai seorang PNS akan dijatuhi hukuman disiplin. Adapun
tingkat dan Jenis hukuman disiplin tersebut terdiri atas:

a. Hukuman Disiplin ringan; Adapun yang termasuk dalam hukuman
disiplin ringan diantaranya a. teguran lisan; b. teguran tertulis; atau c.
pernyataan tidak puas secara tertulis. Berdasarkan wawancara dengan
Nurhasanah, sekretaris Disdukcapil Kota Banda Aceh:

“Ya, ada terdapat teguran lisan dan teguran tertulis. Biasanya
teguran lisan itu diberikan oleh atasan langsung jika bawahannya
melakukan pelanggaran, misalnya terlambat masuk. Biasanya
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ditegur oleh atasan. Akan tetapi kalau pelanggaran berat biasanya
diberikan surat peringatan (teguran tertulis)”

Selain itu, berdasarkan wawancara pada tanggal 23 Desember tahun
2021 dengan Miftahul Jannah, S.E, MM, Kabid Pencatatan Sipil

Disdukcapil Kota Banda Aceh, beliau mengatakan bahwa:

”Sanksi yang berlaku selama ini adalah berupa teguran lisan dari
atasannya, dan ada juga yang langsung dapat teguran dari kadis kita
di Disdukcapil. Tergantung jenis pelanggaran yang dilakukan.”

Berdasarkan penelitian, pelanggaran ringan merupakan jenis
pelanggaran yang paling sering dilakukan oleh para pegawai. Pelanggaran
ini paling banyak terjadi karna terlambat masuk kantor, dan sanksi yang
diberikan sesuai dengan peraturan yang berlaku saat ini yang mengatur
mengenai disiplin PNS, yakni PP nomor 94 tahun 2021, yang mana sanksi
yang diberikan untuk pelanggaran ringan adalah berupa teguran lisan,

teguran tertulis dan pernyataan tidak puas secara tertulis.

b. Hukuman Disiplin sedang; terdiri atas: a. pemotongan tunjangan
kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 6 (enam) bulan; b.
pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen)
selama 9 (sembilan) bulan; atau c. pemotongan tunjangan kinerja
sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 12 (dua belas) bulan.
Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 24 Desember tahun 2021
dengan Mairiza, S. STP, M. Si, Kabid Pelayanan Pendaftaran

Penduduk Disdukcapil Kota Banda Aceh, beliau mengatakan bahwa:
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“PP yang terbaru ini kita lihat ada sedikit perubahan jenis
hukuman disiplin sedang dan jenis hukuman disiplin berat. Jenis
hukuman disiplin sedang, yaitu pemotongan tunjangan kinerja
sebesar 25 persen selama 6 bulan; pemotongan tunjangan kinerja
sebesar 25 persen selama 9 bulan; dan pemotongan tunjangan
kinerja sebesar 25 persen selama 12 bulan.”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat dilihat bahwa
memang di Disdukcapil Kota Banda Aceh telah memberlakukan
peraturan terbaru terkait dengan penegakan disiplin PNS, yakni PP
Nomor 94 tahun 2021.

Mengenai pemberian sanksi disiplin sedang, berdasarkan hasil
wawancara dengan Linda Novianti, Kasubbag Umum dan
Kepegawaian Disdukcapil Kota Banda Aceh pada tanggal 23

Desember tahun 2021, beliau memaparkan bahwa:

“Sanksi nya ada pemotongan juga, pemotongan pembayaran TPK
dll. TPK nya dengan beban kerja, ada itu pembayaran tunjangan
lainnya diluar gaji, prestasi kerja. Itu ada pemotongan, sebagai
sanksi karna terlambat. Itu yang masih tergolong pelanggaran
sedang. Kalau sudah pelanggaran berat nanti setelah dari
disdukcapil dikirim ke BKPSDM.”

Jadi, sanksi untuk pelanggaran sedang ini lebih kepada sanksi
terhadap tunjangan-tunjangan kinerja. Selain itu, Nurhasanah,
Sekretaris Disdukcapil Kota Banda Aceh pada tanggal 23 Desember
tahun 2021 juga menjelaskan terkait jenis sanksi yang selama ini
berlaku di Disdukcapil:

“Adapun sanksi yang diberikan jika terlambat masuk kantor,
misalnya masuk kantor jam 8.15, Ketika pegawai datang jam 8.16
maka langsung di palang, artinya kalau dia masuk jam 8.16
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diangap aktif kerjanya satu jam kemudian, yakni jam 9.16. jadi
kalau pagi kita telat masuk, kemudian kita sore, setelah istirahat,
siang-sore masuk, misalnya jam pulang kantor adalah jam 17.30
tepat,jika mereka pulang pada 17.31 tidak apa-apa, akan tetapi
kalau mereka pulang jam 17.29, itu berarti pekerjaannya sia-sia. Itu
bukan hanya berlaku untuk pegawai di Disdukcapil saja, tetapi
sudah menjadi peraturan yang ditetapkan oleh Walikota Banda
Aceh. Artinya kalua tidak masuk, kita dikenai sanksi sebesar 60
persen. Ini ya aturan yang masih berlaku dan dijalankan di
Disdukcapil Kota banda Aceh.”

Selain itu, beliau menambahkan bahwa memang belum ada

pegawai Disdukcapil Kota Banda Aceh yang melakukan pelanggaran jenis

sedang dan berat selama PP Nomor 94 tahun 2021 ini diberlakukan:

C.

“Namun kalau untuk hukuman disiplin sedang atau berat sesuai
dengan yang dijelaskan oleh PP Nomor 94 tahun 2021, saya kira
belum ada ya yang mendapatkan sanksi seperti yang disebutkan,
hal tersebut tentu menunjukkan disiplin pegawai di Disdukcapil
Kota Banda Aceh”

Hukuman Disiplin berat, Adapun yang termasuk ke dalam Jenis
Hukuman Disiplin berat terdiri atas: a. penurunan jabatan setingkat
lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan; b. pembebasan dari
jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 (dua belas) bulan; dan
c. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai
PNS. Berdasarkan wawancara dengan Mairiza, S. STP, M. Si Kabid

Pencatatan Sipil, beliau mengatakan bahwa:

“Adapun jenis hukuman disiplin berat antara lain penurunan
jabatan setingkat lebih rendah selama 12 bulan, pembebasan dari
jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 bulan, dan
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pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri
sebagai PNS.”

Wawancara dengan Nurhasanah, sekretaris Disdukcapil Kota
Banda Aceh pada tanggal 23 Desember tahun 2021 menunjukkan bahwa
PNS di Disdukcapil sampai peraturan terbaru ini dilaksanakan (PP Nomor
94 Tahun 2021) belum ada yang melakukan pelanggaran sedang maupun
berat:

“PNS di Disdukcapil Kota Banda Aceh hingga saat peraturan
terbaru ini ditetapkan dan dilaksanakan, belum ada yang
memperoleh hukuman sedang maupun berat, hanya ada teguran
ringan yang berupa teguran secara lisan dan teguran tertulis.”

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Disdukcapil Kota Banda
Aceh telah menerapkan disiplin pegawai dengan sangat baik, terbukti
dengan berbagai prestasi dan penghargaan yang diperoleh, serta dilihat
dari SDM pegawainya yang sampai saat peraturan terbaru dilaksanakan,
belum aja yang melakukan pelanggaran sedang maupun berat. Selain itu,
bagi para pelanggar disiplin ringan mungkin juga terdapat efek jera karena
sanksi-sanksi yang diberlakukan, terbukti dengan semakin berkurangnya
pegawai yang melakukan pelanggaran disiplin. Hal ini berdasarkan
wawancara pada tanggal 23 Desember tahun 2021 dengan Miftahul
Jannah, S.E, MM, Kabid Pencatatan Sipil:

“Selama ini saya rasa ada efek jera sepertinya, karna jarang sekali

ada pegawai di Disdukcapil yang terlambat lagi masuk kantor.

Saya rasa sanksi yang berlaku cukup efektif ya.”

Hal tersebut didukung pula dengan pernyataan Mawardi, Salah
satu PNS di Disdukcapil Kota Banda Aceh pada tanggal 24 Desember
tahun 2021 yang mengatakan bahwa:
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“Ada, biasanya kami (PNS di Disdukcapil) yang sudah pernah
dikenai sanksi baik teguran langsung dari atasan ataupun teguran
tertulis tidak pernah lagi melakukan kesalahan yang sama,
misalnya terlambat.”

Adanya sanksi-sanki yang dijatuhkan kepada para pegawai
pelanggar disiplin PNS diharapkan mampu mengoptimalkan disiplin
pegawai di Disdukcapil Kota Banda Aceh serta menjadi pedoman dan
acuan dalam menentukan sikap agar tidak melanggar disiplin PNS, serta
menjadi efek jera bagi para pegawai yang sebelumnya pernah melakukan

pelanggaran.
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PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1.

Disiplin Pegawai  Negeri Sipil di Disdukcapil Kota Banda Aceh
berdasarkan PP Nomor 94 Tahun 2021 secara umum dapat dilihat dari 2
aspek, yaitu: aspek kewajiban dan aspek menaati peraturan perundangan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa di Disdukcapil Kota Banda Aceh
Sebagian besar pegawainya sudah menaati disiplin pegawai berdasarkan
PP No 94 Tahun 2021. Hanya ada beberapa pelanggaran kecil (sanksi
ringan), seperti terlambat masuk kantor, hal itu pun saat ini sudah sangat
kurang dan dapat di minimalisir karena berbagai aspek diantaranya karena
adanya aturan hukuman disiplin yang diatur dalam PP Nomor 94 Tahun
2021, sehingga para PNS akan berpikir dua kali untuk melakukan
pelanggaran disiplin yang akan merugikan dirinya sendiri.

Adapun sanksi bagi pelanggar disiplin PNS berdasarkan PP No 94 Tahun
2021 terbagi kedalam 3 yaitu: a. Hukuman Disiplin ringan; b. Hukuman
Disiplin Sedang; dan c. Hukuman Disiplin Berat. Berdasarkan hasil
penelitian, ketiga hukuman tersebut memang ada sebagai sanksi apabila
pegawai melakukan pelanggaran disiplin. Adapun sanksi yang diberikan
sesuai dengan jenis pelanggaran yang dilakukan. PNS di Disdukcapil Kota
Banda Aceh hingga saat peraturan terbaru ini ditetapkan dan dilaksanakan,
belum ada yang memperoleh hukan sedang maupun berat, hanya ada

teguran
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ringan yang berupa teguran secara lisan dan teguran tertulis. Artinya,
penerapan sanksi membawa dampak positif terhadap kedisiplinan

pegawai.

5.2 Saran

1.

Disdukcapil dalam pelaksanaan tugasnya langsung berhubungan dengan
masyarakat. Oleh karenanya, perlu ditingkatkan kembali disiplin pegawai
sebagai sumber daya utama dalam pelaksanaan pelayanan publik yang
prima. perlunya inovasi-inovasi untuk pelayanan publik dan sarana
prasarana yang mendukung dalam mewujudkan pelayanan seta harus
ditegakkannya disiplin pegawai secara tegas dan terbuka supaya benar-
benar berjalan dengan semestinya.

Perlu diawasi dan diperketat lagi sanksi serta aturan-aturan mengenai
pelanggaran disiplin PNS terutama di Disdukcapil Kota Banda Aceh agar
tetap mampu mempertahankan dan berinovasi untuk memberikan

pelayanan publik yang terbaik.
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Daftar Pertanyaan Wawancara Dengan Informan di Disdukcapil Kota
Banda Aceh

Pertanyaan untuk Sekretaris, Kabid Pelayanan Pendaftaran
Penduduk, Kabid Pencatatan Sipil, Kasubbag Umum dan
Kepegawaian dan Operator SIAK Disdukcapil Banda Aceh

1.
2.

11.

Nama? Sejak kapan menjabat?

Apakah ada/pernah pegawai di Disdukcapil melakukan pelanggaran
disiplin PNS? Pelanggaran seperti apa?

Kapan? Apakah sebelum/sesudah diberlakukan PP No. 94 Tahun 2021
ini?

Apakah mendapatkan sanksi? Sanksi seperti apa?

Bagaimana Pelaksanaan Disiplin PNS pada Disdukcapil Kota Banda
Aceh? Apakah sudah memberlakukan disiplin PNS berdasarkan PP
Nomor 94 tahun 20217

Bagaimana pelaksanaan disiplin PNS di Disdukcapil Kota Banda Aceh
berdasarkan pasal 3 PP No. 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS?
yakni: disiplin PNS terhadap terhadap kewajibannya sebagai PNS (a.
setia dan taat, serta b. melaksanakan kebijakan) dan Disiplin PNS
dalam menaati peraturan perundangan (a. Pengabdian, serta b.
Tanggung jawab)

Bagaimana Sanksi Terhadap Pelanggaran Disiplin PNS Pada
Disdukcapil Kota Banda Aceh terkait dengan Pasal 8 PP No.94 tahun
2021 tentang disiplin PNS?

Kriteria pelanggar disiplin seperti apa yang memperoleh sanksi
hukuman disiplin ringan, sanksi sedang dan sanksi berat?

Bagaimana pelaksanaan/tahapan sanksi tersebut?

. Apakah ada efek jera bagi pegawai yang sudah pernah dikenai sanksi

terkait pelanggaran disiplin PNS?
Apakah akan berpengaruh kepada karir pegawai tersebut?
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KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN
JL Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniy.ac.id

Nomor : B-2654/Un.08/FISIP.I/PP.00.9/12/2021

Lamp L=
Hal : Penelitian llmiah Mahasiswa
Kepada Yth,

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA BANDA ACEH.

Assalamu’alaikum Wr.Wh.
Pimpinan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry dengan ini
menerangkan bahwa:

Nama/NIM : MUKARRAM / 170802050
Semester/Jurusan : IX / Ilmu Administrasi Negara
Alamat sekarang : Gampong Lambaro skep

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu
Pemerintahan bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu
pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul PELAKSANAAN DISIPLIN
APARATUR SIPIL NEGARA PADA DISDUKCAPIL KOTA BANDA ACEH

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami
mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 17 Desember 2021
an. Dekan
Walkil Dekan Bidang Akademik dan

Berlaku sampai : 06 Juli 2022 Muhammad Thalal, Lec., M.Si., M.Ed.
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PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Jalan Tgk. Abu Lam UNo 7 Banda Aceh 23242
Telp. (0851) 21765, Fax (0851) 21765, e-mail : disdukcapilbandaaceh@yahoo.com

Banda Aceh, 27 Desember _ 2021 M
22 Jumadil Awal 1443 H

Nomor : 070/ 1.Is¢ Kepada Yth;
Lamplran  : Satu Lembar Dekan Fakultas Ilmu Soslal dan
Hal : Pemberitahuan Selesai Iimu Pemerintahan Unlversitas Islam
Penelitian Negeri Ar-Raniry
di -
Banda Aceh

Sehubungan dengan surat Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kota Banda Aceh Nomor: 070/919 tanggal 21 Desember 2021 hal Surat
Rekomendasi Penelitian atas nama: Mukarram, dapat kaml sampaikan
bahwa yang bersangkutan telah menyelesaikan pengambilan data
kependudukan (Pengumpul dan Wawancara) dengan judul “Pelaksanaan
Disiplin Aparatur Sipll Negara pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Sipll Kota Banda Aceh”.
Demikian untuk dimaklumi dan menjadi bahan seperiunya.

42l Rinas Kependudukan dan
Pencata uSIpiIKotaBandaAwh,

{1P. 15740604 199302 2 001



DOKUMENTASI PENELITIAN

Wawancara dengan Nurhasanah, Sekretaris Disdukcapil Kota anda

Aceh



Wawancara dengan Linda Novianti, Kasubbag Umum dan Kepegawaian Disdukcapil
Kota Banda Aceh

Wawancara dengan Ruslan S. Sos, Operator SIAK



